NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat, instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

3. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang
mempunyai kegiatan dan ruang lingkup untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap
Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari
Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam
jabatan.

4. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat.
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